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Abstract. This study aims to determine the level of cybersecurity disclosure among banking subsector
companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2025 period and to analyze differences in
disclosure based on ownership status, bank size, and profitability. This study employed a descriptive
quantitative method using secondary data obtained from the annual reports and sustainability reports of
banking companies. The sample consisted of 46 banks selected using a saturated sampling technique.
Cybersecurity disclosure was measured through content analysis based on 73 disclosure items, with a score
of 1 assigned when an item was disclosed and a score of 0 when it was not disclosed. The data were
analyzed quantitatively using the cybersecurity disclosure index and difference tests conducted with SPSS.
The results showed that the average level of cybersecurity disclosure was 14.38%, indicating that it
remained relatively low. The difference test results revealed a significant difference between state-owned
banks and non-state-owned banks. However, no significant differences were found based on bank size and
profitability. These findings indicate that cybersecurity disclosure in the banking sector still needs to be
improved as a form of corporate transparency and accountability to stakeholders.

Keywords: Cybersecurity Disclosure; Banking; Ownership Status; Bank Size; Profitability.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengungkapan keamanan siber pada
perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2025, serta menganalisis
perbedaan pengungkapan berdasarkan status kepemilikan, ukuran bank, dan profitabilitas. Penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan
tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan perbankan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 bank
yang dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Pengukuran pengungkapan keamanan siber dilakukan
dengan metode content analysis berdasarkan 73 item pengungkapan, menggunakan skor 1 apabila item
diungkapkan dan skor O apabila tidak diungkapkan. Teknik analisis data menggunakan pendekatan
kuantitatif melalui indeks pengungkapan keamanan siber dan uji beda menggunakan SPSS. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan keamanan siber sebesar 14,38%, sechingga masih
tergolong rendah. Hasil uji beda menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara bank BUMN dan bank
non-BUMN, sedangkan berdasarkan ukuran bank dan profitabilitas tidak terdapat perbedaan yang
signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan keamanan siber pada sektor perbankan masih
perlu ditingkatkan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder.

Kata kunci: Pengungkapan Keamanan Siber; Perbankan; Status Kepemilikan; Ukuran Bank; Profitabilitas.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital yang
sangat pesat dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Perbankan tidak lagi
hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai penyedia
layanan berbasis teknologi. Namun, di balik kemajuan tersebut, digitalisasi juga
membawa berbagai risiko baru yang harus dihadapi oleh perusahaan, khususnya pada

sektor perbankan. Ketergantungan bank terhadap sistem teknologi informasi dapat
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meningkatkan potensi terjadinya gangguan operasional apabila tidak diimbangi dengan
sistem keamanan yang memadai. Risiko keamanan siber pada sektor perbankan dapat
berupa penyalahgunaan data, peretasan sistem, pencurian informasi nasabah, malware,
phishing, ransomware, serta gangguan terhadap sistem layanan digital (Setiawan, 2025).

Transparansi menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan
modern, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki tingkat kepercayaan publik
yang tinggi. Salah satu bentuk transparansi tersebut adalah pengungkapan keamanan siber
dalam laporan tahunan perusahaan. Informasi ini memberikan gambaran mengenai
kesiapan perusahaan dalam menghadapi ancaman digital serta kemampuan dalam
mengelola risiko teknologi informasi. Semakin transparan perusahaan dalam
mengungkapkan informasi tersebut, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diperoleh
dari investor dan stakeholder. Oleh karena itu, pengungkapan keamanan siber menjadi
bagian penting dalam praktik Good Corporate Governance serta diduga memiliki
pengaruh terhadap persepsi dan penilaian terhadap Perusahaan (Hendra, 2024).

Dalam praktiknya, tingkat pengungkapan antar perusahaan masih menunjukkan
variasi yang signifikan (Kurnia, 2025). Sebagian perusahaan mengungkapkan secara
rinci, sementara yang lain masih terbatas. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi
kebijakan dalam penyampaian informasi. Hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk
diteliti lebih lanjut (Healy, 2001).

Dalam perspektif teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk
memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. stakeholder tidak hanya
terdiri dari pemegang saham, tetapi juga mencakup masyarakat dan pemerintah.
Pengungkapan keamanan siber menjadi salah satu bentuk tanggung jawab tersebut. Hal
ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola risiko dengan baik. Dengan
demikian, kepercayaan stakeholder dapat tetap terjaga (Freeman & Phillips, 2021).

Pengungkapan keamanan siber berkaitan erat dengan reputasi perusahaan karena
informasi yang disampaikan kepada publik mencerminkan bagaimana perusahaan
mengelola risiko yang dihadapi. Transparansi dalam pengungkapan memberikan sinyal
positif kepada investor dan masyarakat mengenai kesiapan perusahaan dalam
menghadapi ancaman siber, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan (Zaroh &
Purwaningsih, 2026). Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat

perhatian perusahaan terhadap teknologi informasi adalah melalui jumlah pengungkapan
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terkait teknologi dalam laporan tahunan. Semakin banyak informasi yang disampaikan,
maka menunjukkan semakin tinggi tingkat perhatian perusahaan terhadap aspek
teknologi, termasuk dalam pengelolaan keamanan siber (Sari, 2025).

Penelitian mengenai pengungkapan keamanan siber di Indonesia masih tergolong
terbatas, padahal isu ini semakin penting dalam era digital, khususnya pada sektor
perbankan yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap ancaman siber (Hidayah &
Ananda, 2025). Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengungkapan risiko
teknologi atau keamanan siber secara umum, serta hanya meneliti faktor tertentu seperti
ukuran perusahaan, struktur tata kelola, profitabilitas, atau umur perusahaan (Tri Wahyu
& Masiyah, 2024). Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara
spesifik membandingkan tingkat pengungkapan keamanan siber pada perusahaan
perbankan berdasarkan status kepemilikan bank, ukuran bank berdasarkan Kelompok
Bank berdasarkan Modal Inti, tingkat profitabilitas, dan umur bank secara bersamaan.

Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menggunakan indeks pengungkapan
keamanan siber yang lebih komprehensif dan berbasis pada 73 item pengungkapan yang
mencakup aspek risiko, tata kelola teknologi informasi, perlindungan data, pengujian
keamanan, pemulihan insiden, serta pelaporan insiden keamanan siber. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis
pengungkapan keamanan siber pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2025.

Pemilihan periode 2025 dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
laporan tahunan tahun 2025 merupakan data terbaru yang dapat digunakan untuk melihat
praktik pengungkapan keamanan siber perusahaan perbankan setelah adanya penguatan
regulasi terkait teknologi informasi dan keamanan siber. OJK menerbitkan POJK Nomor
11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang
mengatur penyelenggaraan teknologi informasi dalam operasional bank (OJK, 2022).
Selain itu, OJK juga menerbitkan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan
dan Keamanan Siber bagi Bank Umum sebagai pedoman khusus mengenai ketahanan dan
keamanan siber perbankan.

Berdasarkan kondisi di atas, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam
pengungkapan keamanan siber. Secara teori, dalam perspektif teori stakeholder,

perusahaan diharapkan menyampaikan informasi secara transparan guna memenuhi
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kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, termasuk terkait pengelolaan risiko
keamanan siber. Namun, dalam praktiknya pada perusahaan subsektor perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tingkat pengungkapan keamanan siber masih
menunjukkan variasi yang signifikan antar perusahaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan
keamanan siber pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai
praktik pengungkapan keamanan siber pada perusahaan perbankan di Indonesia. Selain
itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

dalam bidang pengungkapan informasi perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS
A. Stakeholder Theory

Teori stakeholder merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak
hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak
yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Dalam konteks perbankan, stakeholder
meliputi investor, nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat. Pendekatan ini
menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjalankan
aktivitasnya (Mahajan et al., 2023). Tujuan utama teori stakeholder adalah untuk
menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan para pemangku
kepentingan. Perusahaan diharapkan tidak hanya berfokus pada keuntungan semata,
tetapi juga memperhatikan dampak dari aktivitasnya, termasuk risiko keamanan siber.
Dengan memperhatikan kepentingan stakeholder, perusahaan dapat meningkatkan
kepercayaan dan dukungan dari berbagai pihak (Sundari, 2026).

Hubungan antara perusahaan dan stakeholder bersifat saling memengaruhi dan
tidak dapat dipisahkan. Perusahaan membutuhkan dukungan dari stakeholder untuk
menjalankan operasionalnya secara efektif, terutama dalam menjaga keamanan sistem
dan data. Sebaliknya, stakeholder juga memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan
kinerja perusahaan. Transparansi informasi merupakan salah satu cara perusahaan dalam
memenuhi kebutuhan stakeholder. Melalui transparansi, perusahaan perbankan dapat
menyampaikan informasi yang akurat dan relevan kepada publik, termasuk terkait
keamanan siber. Selain itu, transparansi juga dapat meningkatkan akuntabilitas

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya (Rajakulanajagam, 2022).
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Dalam teori stakeholder, pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi
stakeholder utama (Primary Stakeholders) dan stakeholder sekunder (Secondary
Stakeholders). stakeholder utama meliputi pihak-pihak yang memiliki hubungan
langsung dengan perusahaan seperti investor, nasabah, karyawan, dan regulator,
sedangkan stakeholder sekunder meliputi pihak yang tidak terlibat secara langsung
namun tetap memiliki kepentingan (Freeman & Phillips, 2002).

Teori stakeholder juga menekankan pentingnya pengelolaan hubungan antara
perusahaan dan pemangku kepentingan melalui penyampaian informasi yang relevan dan
transparan. Dalam era digital, kebutuhan akan informasi tidak hanya terbatas pada aspek
keuangan, tetapi juga mencakup informasi non-keuangan seperti keamanan siber.
Pengungkapan informasi keamanan siber menjadi salah satu bentuk komunikasi
perusahaan kepada stakeholder mengenai upaya yang dilakukan dalam melindungi data
dan sistem. Hal ini penting untuk memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa
perusahaan mampu mengelola risiko digital secara memadai (Freeman, 2010). Semakin
lengkap informasi yang disampaikan, semakin besar pula kemampuan stakeholder dalam

memahami kondisi perusahaan (Freeman et al., 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2025. Penelitian ini dilakukan pada periode
Maret hingga Agustus 2026. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report) dan laporan keberlanjutan
(sustainability report). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
metode dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2025 sebanyak 46
perusahaan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh
(census sampling), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik
pengukuran pengungkapan keamanan siber dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode content analysis. Teknik analisis data dalam penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan bantuan SPSS versi 26. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah pengukuran indeks
pengungkapan keamanan siber, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji beda

(independent sample t-test | ANOVA), uji hipotesis, dan penarikan kesimpulan.
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS, jumlah data yang dianalisis sebanyak 46 bank.
Nilai minimum pengungkapan keamanan siber adalah 0, sedangkan nilai maksimum
adalah 20. Nilai rata-rata sebesar 10,50 menunjukkan bahwa secara umum bank
mengungkapkan sekitar sepuluh sampai sebelas item dari total 73 item pengungkapan.
Dengan demikian, pengungkapan keamanan siber pada bank yang menjadi sampel
penelitian masih tergolong terbatas. Nilai minimum sebesar 0 menunjukkan bahwa masih
terdapat bank yang belum mengungkapkan item keamanan siber berdasarkan indikator
yang digunakan dalam penelitian. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 20
menunjukkan bahwa bank dengan pengungkapan tertinggi pun masih belum mencapai
setengah dari total 73 item yang digunakan. Kondisi ini menggambarkan bahwa
pengungkapan keamanan siber masih perlu diperluas dan diperjelas.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif Pengungkapan Keamanan Siber

Variabel N Minimum | Maximum | Mean
Pengungkapan Keamanan Siber | 46 0 20 10,50
Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel di atas, tingkat pengungkapan keamanan siber pada perusahaan
subsektor perbankan memiliki nilai rata-rata sebesar 10,50. Nilai ini menunjukkan bahwa
secara umum perusahaan hanya mengungkapkan sebagian kecil dari indikator yang
tersedia. Oleh karena itu, pengungkapan keamanan siber masih perlu ditingkatkan agar
informasi yang diberikan kepada stakeholder menjadi lebih lengkap dan informatif.
Hasil Berdasarkan Status Kepemilikan Bank

Berdasarkan hasil analisis, bank BUMN memperoleh rata-rata skor sebesar 14,60
item atau 20,00 persen. Sementara itu, bank non-BUMN memperoleh rata-rata skor
sebesar 9,36 item atau 12,82 persen. Nilai rata-rata bank BUMN lebih tinggi
dibandingkan bank non-BUMN. Hal ini menunjukkan bahwa bank BUMN cenderung
mengungkapkan informasi keamanan siber lebih luas dibandingkan bank non-BUMN.
Perbedaan rata-rata tersebut dapat disebabkan oleh tingginya tuntutan transparansi pada
bank BUMN. Karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan pengawasan
pemerintah, bank BUMN cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk menyampaikan

informasi mengenai tata kelola, pengendalian risiko, dan keamanan sistem.
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Tabel 2. Pengungkapan Keamanan Siber Berdasarkan Status Kepemilikan

Status Kepemilikan | Jumlah Bank | Rata-rata Skor | Rata-rata Persentase
BUMN 10 14,60 20,00%
Non-BUMN 36 9,36 12,82%

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel di atas, bank BUMN memiliki rata-rata pengungkapan yang
lebih tinggi dibandingkan bank non-BUMN. Perbedaan ini dapat diartikan bahwa
kepemilikan pemerintah berpotensi mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dalam
mengungkapkan informasi keamanan siber. Walaupun demikian, tingkat pengungkapan
kedua kelompok masih berada pada kategori rendah karena nilai rata-rata persentasenya
belum mencapai 25 persen. Hasil ini juga menunjukkan bahwa baik bank BUMN maupun
bank non-BUMN masih perlu meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan.
Pengungkapan tidak cukup hanya menyebutkan keberadaan sistem teknologi informasi,
tetapi sebaiknya juga menjelaskan aspek tata kelola, pengujian, pelatihan, rencana
pemulihan, dan penanganan insiden secara lebih jelas.

Hasil Berdasarkan Ukuran Bank (KBMI)

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata pengungkapan tertinggi terdapat pada bank
KBMI 3 dengan skor rata-rata 12,18 item atau 16,69 persen. Selanjutnya, KBMI 1
memperoleh rata-rata 11,67 item atau 15,98 persen, KBMI 4 sebesar 9,58 item atau 13,13
persen, dan KBMI 2 sebesar 8,55 item atau 11,71 persen. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa rata-rata pengungkapan antar kategori KBMI berbeda, tetapi tidak membentuk
pola kenaikan yang tetap dari KBMI 1 sampai KBMI 4.

Perbedaan rata-rata tersebut dapat dipahami karena setiap kelompok KBMI
memiliki karakteristik, strategi pengungkapan, serta kebijakan teknologi informasi yang
berbeda. Bank dengan ukuran besar belum tentu mengungkapkan seluruh informasi
keamanan siber secara lebih luas, sedangkan bank pada kategori yang lebih kecil tetap
dapat melakukan pengungkapan apabila memiliki komitmen tata kelola yang baik.

Tabel 3. Pengungkapan Keamanan Siber Berdasarkan KBMI

Kategori KBMI | Jumlah Bank | Rata-rata Skor | Rata-rata Persentase
KBMI 1 12 11,67 15,98%
KBMI 2 11 8,55 11,71%
KBMI 3 11 12,18 16,69%
KBMI 4 12 9,58 13,13%

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS, 2026
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Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata pengungkapan keamanan siber berbeda pada
setiap kategori KBMI. Namun, perbedaan tersebut tidak menunjukkan pola yang
sepenuhnya linear. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran bank dapat berkaitan dengan
pengungkapan keamanan siber, tetapi tidak selalu menjadi satu-satunya faktor yang
menentukan luasnya informasi yang disampaikan. Meskipun terdapat perbedaan rata-rata
antar kelompok KBMI, pengungkapan pada seluruh kelompok masih tergolong rendah
jika dibandingkan dengan total 73 indikator yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa
seluruh kategori bank, baik KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, maupun KBMI 4, masih perlu
memperkuat kualitas dan kelengkapan pengungkapan keamanan siber.

Hasil Berdasarkan Profitabilitas Bank

Berdasarkan hasil analisis, bank dengan profitabilitas tinggi memperoleh rata-rata
skor sebesar 10,29 item atau 14,09 persen. Bank dengan profitabilitas sedang memperoleh
rata-rata skor sebesar 11,53 item atau 15,79 persen. Sementara itu, bank dengan
profitabilitas rendah memperoleh rata-rata skor sebesar 9,53 item atau 13,06 persen. Hasil
ini menunjukkan bahwa bank dengan profitabilitas sedang memiliki rata-rata
pengungkapan yang paling tinggi, tetapi selisih antar kelompok tidak terlalu besar.

Walaupun terdapat perbedaan rata-rata, selisih antar kelompok profitabilitas tidak
terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas mungkin bukan satu-satunya
faktor yang menentukan luasnya pengungkapan keamanan siber. Faktor lain seperti
kebijakan manajemen, tekanan regulator, struktur tata kelola, ukuran bank, dan tingkat
ketergantungan terhadap layanan digital juga dapat memengaruhi pengungkapan.

Tabel 4. Pengungkapan Keamanan Siber Berdasarkan Profitabilitas

Kategori Profitabilitas | Jumlah Bank | Rata-rata Skor | Rata-rata Persentase
Tinggi 14 10,29 14,09%
Sedang 17 11,53 15,79%
Rendah 15 9,53 13,06%

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS, 2026
Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata pengungkapan tertinggi terdapat pada
kelompok bank dengan profitabilitas sedang. Namun, perbedaan nilai rata-rata antara
profitabilitas tinggi, sedang, dan rendah relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa
profitabilitas belum tentu menjadi faktor yang kuat dalam membedakan tingkat
pengungkapan keamanan siber. Dalam konteks ini, perusahaan yang memiliki

profitabilitas rendah tetap dapat melakukan pengungkapan keamanan siber apabila
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memiliki komitmen tata kelola yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas
tinggi belum tentu mengungkapkan informasi secara luas apabila kebijakan
pengungkapan perusahaan masih terbatas.
Hasil Uji Beda Menggunakan SPSS

Hasil uji beda menunjukkan bahwa nilai signifikansi status kepemilikan sebesar
0,007. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang
signifikan tingkat pengungkapan keamanan siber antara bank BUMN dan bank non-
BUMN. Artinya, status kepemilikan dapat menjadi faktor pembeda dalam pengungkapan
keamanan siber. Nilai signifikansi ukuran bank berdasarkan KBMI sebesar 0,373. Karena
nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat
pengungkapan keamanan siber berdasarkan kategori KBMI. Artinya, ukuran bank belum
terbukti menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam pengungkapan keamanan siber
pada perusahaan perbankan. Nilai signifikansi profitabilitas sebesar 0,603. Karena nilai
tersebut lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat
pengungkapan keamanan siber berdasarkan kategori profitabilitas. Artinya, profitabilitas
tinggi, sedang, dan rendah tidak menunjukkan perbedaan yang cukup kuat secara statistik
dalam pengungkapan keamanan siber.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Uji Beda Pengungkapan Keamanan Siber

Kelompok yang Diuji | Metode Uji | Nilai Sig. | Kriteria | Kesimpulan

Status kepemilikan Independent i
(BUMN dan Non- Sample t- | 0,007 (S)l(f)%s < ;eﬁg)lf:nperbedaan
BUMN) test J g

Ukuran bank (KBMI 1,

KBMI2 KBMIS, | G000 10373 | 87 | Lo itk
KBMI 4) ’

Profitabilitas (tinggi, One Way 0.603 Sig. > Tidak terdapat
sedang, rendah) ANOVA ’ 0,05 perbedaan signifikan

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 26, 2026
Berdasarkan Tabel di atas, kelompok pengujian yang menunjukkan hasil signifikan
adalah status kepemilikan. Sementara itu, ukuran bank berdasarkan KBMI dan
profitabilitas tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Hasil ini memberikan
gambaran bahwa faktor kepemilikan lebih terlihat dalam membedakan pengungkapan
keamanan siber dibandingkan ukuran bank dan kemampuan menghasilkan laba.
B. Pembahasan

Pembahasan Tingkat Pengungkapan Keamanan Siber
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan keamanan siber pada
perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2025
masih tergolong rendah. Rata-rata pengungkapan sebesar 14,38 persen atau 10,50 item
dari total 73 item. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar bank belum
menyampaikan informasi keamanan siber secara mendalam dalam laporan tahunan atau
laporan keberlanjutan.

Rendahnya tingkat pengungkapan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama,
pengungkapan keamanan siber masih dianggap sebagai informasi yang sensitif.
Perusahaan mungkin berhati-hati dalam menyampaikan informasi mengenai sistem
keamanan, kelemahan, atau insiden karena dapat berpotensi menimbulkan risiko baru.
Kedua, belum semua perusahaan memiliki standar pengungkapan yang sama mengenai
keamanan siber. Ketiga, informasi keamanan siber sering kali tersebar pada beberapa
bagian laporan sehingga tidak selalu disajikan secara terstruktur.

Dalam perspektif stakeholder theory, perusahaan seharusnya menyampaikan
informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan. Stakeholder membutuhkan
informasi mengenai bagaimana bank mengelola risiko siber, menjaga data nasabah, dan
memastikan keberlangsungan layanan digital. Oleh karena itu, pengungkapan keamanan
siber dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder
(Mahajan et al., 2023).

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan teori stakeholder dan
praktik pengungkapan di lapangan. Secara teoritis, stakeholder seperti nasabah, investor,
regulator, dan masyarakat membutuhkan informasi mengenai perlindungan data, tata
kelola teknologi informasi, pengujian keamanan, rencana pemulihan, serta penanganan
insiden. Namun, rendahnya rata-rata pengungkapan menunjukkan bahwa sebagian besar
bank belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan informasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa
pengungkapan risiko teknologi pada perbankan Indonesia masih rendah dan bervariasi
antarbank (Naufal & Azmi, 2024). Temuan ini juga mendukung yang menemukan bahwa
cybersecurity disclosure pada industri perbankan belum dilakukan secara seragam
(Firoozi & Mohsni, 2023). Selain itu, hasil ini memperkuat yang menunjukkan bahwa
pengungkapan keamanan siber pada bank di Indonesia masih perlu ditingkatkan,

khususnya pada aspek tata kelola dan informasi keamanan teknologi (Sari et al., 2024).
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Meskipun pengungkapan keamanan siber masih rendah, adanya beberapa item yang
diungkapkan menunjukkan bahwa bank mulai menyadari pentingnya isu ini. Informasi
yang sering muncul biasanya berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi,
pengendalian internal, pengamanan data, dan keberadaan sistem manajemen risiko.
Namun, informasi mengenai insiden siber, biaya akibat insiden, frekuensi pengujian, dan
dampak insiden cenderung masih sangat terbatas.

Pembahasan Berdasarkan Status Kepemilikan

Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat
pengungkapan keamanan siber antara bank BUMN dan bank non-BUMN. Nilai
signifikansi sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, status kepemilikan
terbukti menjadi faktor pembeda dalam pengungkapan keamanan siber pada perusahaan
subsektor perbankan.

Bank BUMN memiliki rata-rata pengungkapan lebih tinggi dibandingkan bank
non-BUMN. Hal ini dapat terjadi karena bank BUMN memiliki tanggung jawab publik
yang lebih besar. Sebagai perusahaan yang berhubungan dengan kepentingan pemerintah
dan masyarakat, bank BUMN dituntut untuk lebih transparan dalam menyampaikan
informasi, termasuk informasi terkait risiko teknologi informasi dan keamanan siber.

Jika dikaitkan dengan stakeholder theory, hasil ini menunjukkan bahwa bank
BUMN memiliki tekanan akuntabilitas publik yang lebih besar dibandingkan bank non-
BUMN. Bank BUMN tidak hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, tetapi juga
membawa tanggung jawab kepada pemerintah, regulator, nasabah, investor, dan
masyarakat luas. Oleh karena itu, bank BUMN lebih terdorong untuk menyampaikan
informasi keamanan siber sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Hasil ini mendukung penelitian Suhendar (2021) yang menyatakan bahwa
karakteristik kepemilikan dapat memengaruhi tingkat pengungkapan sukarela
perusahaan. Temuan ini juga sejalan dengan Hidayah dan Ananda (2025) dan Sari (2025)
yang menegaskan bahwa karakteristik perusahaan dan tata kelola memiliki peran dalam
mendorong pengungkapan keamanan siber. Dengan demikian, status kepemilikan bank
terbukti menjadi faktor yang membedakan luas pengungkapan keamanan siber pada
penelitian ini.

Bank BUMN juga memiliki tingkat eksposur yang tinggi karena memiliki jumlah

nasabah besar, jaringan operasional luas, dan layanan digital yang digunakan oleh
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masyarakat secara luas. Apabila terjadi gangguan siber, dampaknya tidak hanya dirasakan
oleh perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat dan sistem keuangan. Oleh sebab itu, bank
BUMN cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk mengungkapkan informasi
keamanan siber. Sementara itu, bank non-BUMN memiliki rata-rata pengungkapan yang
lebih rendah. Hal ini bukan berarti bank non-BUMN tidak memperhatikan keamanan
siber, tetapi dapat menunjukkan bahwa kebijakan pengungkapan informasi pada bank
non-BUMN berbeda-beda. Sebagian bank mungkin lebih fokus pada kepatuhan minimum
dan belum menjadikan pengungkapan keamanan siber sebagai bagian utama dalam
laporan perusahaan.

Pembahasan Berdasarkan Ukuran Bank

Hasil uji beda berdasarkan KBMI menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,373.
Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan tingkat pengungkapan keamanan siber berdasarkan ukuran bank.
Hasil ini menunjukkan bahwa kategori KBMI belum terbukti menjadi faktor pembeda
yang signifikan terhadap luasnya pengungkapan keamanan siber.

Rata-rata pengungkapan tertinggi terdapat pada KBMI 3, sedangkan rata-rata
terendah terdapat pada KBMI 2. Pola tersebut menunjukkan bahwa bank dengan ukuran
lebih besar belum tentu selalu memiliki pengungkapan keamanan siber yang lebih luas.
Kondisi ini dapat terjadi karena pengungkapan tidak hanya dipengaruhi oleh ukuran bank,
tetapi juga oleh kebijakan internal, tata kelola, dan komitmen transparansi masing-masing
bank. Bank besar memang memiliki tekanan stakeholder yang lebih kuat. Investor,
nasabah, regulator, dan masyarakat memiliki perhatian besar terhadap kinerja dan
keamanan layanan bank besar. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan
tersebut belum selalu menghasilkan perbedaan pengungkapan yang signifikan antar
kategori KBMI.

Sebaliknya, bank dengan KBMI lebih rendah tetap dapat mengungkapkan
informasi keamanan siber apabila memiliki perhatian terhadap tata kelola dan kepatuhan
regulasi. Dengan demikian, ukuran bank tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk
menilai luas atau tidaknya pengungkapan keamanan siber dalam laporan perusahaan.

Dalam perspektif stakeholder theory, bank berukuran besar seharusnya memiliki
tekanan lebih besar untuk mengungkapkan informasi karena memiliki jumlah nasabah

yang lebih banyak, aktivitas operasional yang lebih kompleks, dan risiko layanan digital
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yang lebih tinggi (Freeman, 1984). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kategori KBMI belum menjadi faktor pembeda yang signifikan. Artinya, tekanan
stakeholder pada bank besar belum selalu diikuti dengan pengungkapan keamanan siber
yang lebih luas.

Hasil ini berbeda dengan penelitian Hidayah dan Ananda (2025), Sofiani et al.
(2024), serta Mazumder dan Hossain (2023) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan
dapat berhubungan dengan luas pengungkapan risiko atau keamanan siber. Perbedaan
hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan objek, periode, indikator ukuran perusahaan,
serta kebijakan internal masing-masing bank dalam menyusun laporan tahunan dan
laporan keberlanjutan.

Pembahasan Berdasarkan Profitabilitas

Hasil uji beda berdasarkan profitabilitas menunjukkan nilai signifikansi sebesar
0,603. Nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat
perbedaan signifikan tingkat pengungkapan keamanan siber berdasarkan profitabilitas
tinggi, sedang, dan rendah. Dengan demikian, profitabilitas tidak terbukti menjadi faktor
pembeda yang signifikan dalam penelitian ini.

Meskipun terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok profitabilitas, perbedaannya
tidak cukup kuat secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan
laba belum tentu langsung berhubungan dengan luasnya pengungkapan keamanan siber.
Pengungkapan keamanan siber dapat lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti tekanan
regulasi, struktur tata kelola, risiko layanan digital, dan kebijakan internal perusahaan.

Hasil ini juga menunjukkan bahwa bank dengan profitabilitas rendah tetap dapat
mengungkapkan informasi keamanan siber apabila memiliki kesadaran dan komitmen
tata kelola yang baik. Sebaliknya, bank dengan profitabilitas tinggi belum tentu
mengungkapkan informasi secara luas apabila perusahaan tidak memiliki kebijakan
pengungkapan yang kuat.

Dengan demikian, profitabilitas bukan satu-satunya ukuran untuk menilai kesiapan
pengungkapan keamanan siber. Dalam industri perbankan, keamanan siber merupakan
kebutuhan dasar yang harus dikelola oleh seluruh bank, baik yang memiliki profitabilitas
tinggi maupun rendah. Oleh sebab itu, pengungkapan keamanan siber seharusnya tidak
hanya bergantung pada tingkat laba, tetapi juga pada komitmen perusahaan terhadap

transparansi dan akuntabilitas.
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Berdasarkan stakeholder theory, bank dengan profitabilitas tinggi seharusnya
memiliki kemampuan sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan sistem
keamanan siber dan mengungkapkan informasinya kepada stakeholder (Alsadoun &
Albaz, 2025). Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak
menjadi faktor pembeda yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan
keamanan siber lebih dipengaruhi oleh komitmen tata kelola, kebijakan internal, tekanan
regulasi, dan kesadaran perusahaan terhadap transparansi daripada hanya oleh
kemampuan menghasilkan laba (OJK, 2021).

Hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan Sofiani et al. (2024) serta Mazumder dan
Hossain (2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas dapat memengaruhi pengungkapan
risiko siber. Namun, perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan karena keamanan siber
merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh bank, baik bank dengan profitabilitas tinggi,
sedang, maupun rendah. Oleh sebab itu, seluruh bank tetap memiliki kewajiban untuk
menjaga keamanan data dan menyampaikan informasi yang relevan kepada stakeholder.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan
perbankan perlu meningkatkan kualitas pengungkapan keamanan siber, terutama pada
aspek risiko, tata kelola, mitigasi, pengujian keamanan, rencana pemulihan, dan informasi
insiden. Bagi investor dan regulator, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan
pertimbangan dalam menilai transparansi dan kesiapan bank dalam menghadapi risiko
digital. Dengan demikian, pembahasan hasil penelitian telah dikaitkan dengan

stakeholder theory dan diperkuat oleh penelitian terdahulu yang relevan.

5. KESIMPULAN

Tingkat pengungkapan keamanan siber pada perusahaan subsektor perbankan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2025 masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil
scoring terhadap 73 item pengungkapan, rata-rata pengungkapan sebesar 14,38 persen
atau 10,50 item dari total 73 item. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar bank belum
menyampaikan informasi keamanan siber secara lengkap, terutama terkait risiko, tata
kelola teknologi informasi, mitigasi, pengujian, rencana pemulihan, dan insiden
keamanan siber. Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan keamanan siber antara bank
BUMN dan bank non-BUMN. Hasil uji Independent Sample t-test menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0,007, lebih kecil dari 0,05, sehingga status kepemilikan terbukti
menjadi faktor pembeda. Bank BUMN memiliki rata-rata pengungkapan yang lebih
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tinggi karena memiliki tanggung jawab publik dan tuntutan transparansi yang lebih besar.
Tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan keamanan siber berdasarkan ukuran
bank atau kategori KBMI 1, KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4. Hasil uji One Way ANOVA
menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,373, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian,
kategori KBMI belum terbukti menjadi faktor pembeda utama dalam pengungkapan
keamanan siber. Tidak terdapat perbedaan tingkat pengungkapan keamanan siber
berdasarkan profitabilitas tinggi, sedang, dan rendah. Hasil uji One Way ANOVA
menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,603, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian,
profitabilitas belum terbukti menjadi faktor pembeda dalam pengungkapan keamanan
siber, sehingga luas pengungkapan lebih berkaitan dengan kebijakan internal, tata kelola,

kepatuhan regulasi, dan komitmen transparansi perusahaan.
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